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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan
Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib
mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai
upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan,
dan akuntabel. Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat mendorong kebijakan
penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Untuk menjalankan
amanat kedua kebijakan tersebut, maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi
penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja
pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang menyelenggarakan
survei kepuasan masyarakat untuk mengukur kualitas pelayanan. Hasil survei ini akan
digunakan sebagai acuan perbaikan pelayanan publik yang dituangkan dalam rencana
tindak lanjut sehingga dapat tercapai pelayanan prima yang sesuai dengan harapan dan
tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam laporan ini juga disampaikan
realisasi tindak lanjut dari pelaksanaan survei pada periode sebelumnya, sebagai
bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat
terhadap kualitas pelayanan dan menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan. Adapun
manfaat yang diperoleh melalui SKM, antara lain:

Mengidentifikasi kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan;

2. Mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik
secara periodik;

3. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat pada lingkup organisasi penyelenggara
pelayanan maupun instansi pemerintah;

4.  Meningkatkan persaingan positif antar organisasi penyelenggara pelayanan;
Menjadi dasar penetapan kebijakan maupun perbaikan kualitas pelayanan; dan
Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kinerja organisasi
penyelenggara pelayanan.



1.3

Metode Pengumpulan Data
Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara mandiri oleh Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan

tersebut, telah dibentuk tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat yang bertanggung

jawab dalam seluruh tahapan survei.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online yang disebarkan kepada

pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14

Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara

Pelayanan Publik. Kesembilan unsur dalam kuesioner SKM Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Sumedang yaitu :

1.

Persyaratan: Persyaratan adalah ketentuan teknis maupun administratif yang
harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan melalui
berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Sistem, mekanisme dan prosedur: Prosedur adalah tata cara pelayanan yang
dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta
pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.

Waktu penyelesaian: Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan
untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
Biaya/ tarif: Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan
dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang
besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan
masyarakat. Unsur ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan
serta potensi pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan.

Produk spesifikasi jenis pelayanan: Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah
hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis
pelayanan.

Kompetensi pelaksana: Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus
dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan
pengalaman

Perilaku pelaksana: Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan
pelayanan.

Penanganan pengaduan, saran dan masukan: Penanganan pengaduan, saran
dan masukan, adalah fata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak
lanjut.

. Sarana dan prasarana: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai

alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan pelayanan, baik

‘secara luring. daring maupun hybrid.




1.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1
triwulan (Bulan Januari s/d Bulan Maret).

1.5 Penentuan Jumlah Responden

Penentuan jumlah responden dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB
No.14 Tahun 2017.




BAB I
ANALISIS DATA SKM

2.1 Analisis Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang
diperoleh yaitu 25 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Analisis Responden

No KARAKTERISTIK INDIKATOR JUMLAH PERSENTASE
1 Jenis Kelamin Laki-Laki 18 72%
Perempuan 7 28%
2 Pendidikan Tidak Sekolah 0 0%
SD/Sederajat 0 0%
SMP/Sederajat 0 0%
SMA/Sederajat 22 88%
D1/D2/D3 0 0%
D4/81 3 12%
S2 0 0%
83 0 0%
3 Pekerjaan ASN 20 80%
TNI 0 0%
POLRI 0 0%
Swasta 3 12%
Wirausaha 0 0%
Ibu Rumah Tangga 0 0%
Pelajar/Mahasiswa 0 0%
Petani/Nelayan 0 0%
Pekerja
Lepas/Freelance 0 0%
Pensiunan 0 0%
Lainnya 2 8%
Kategorisasi Non Disabilitas 25 100%
4 Pengguna Layanan
Disabilitas 0 0%
Kategorisasi Jenis | Disabilitas Fisik 0 0%
5 Disabilitas
Disabilitas Intelektual 0 0%
Disabilitas Mental 0 0%
Disabilitas Sensorik 0 0%




2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan

Berdasarkan hasil pengumpulan data, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 Triwulan Ii

No. RSN SK Nilai Rata-rata NRR
(NRR) Tertimbang
U1 | Persyaratan 3,89 0,43
U2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3,89 0,43
U3 | Waktu Penyelesaian 3,82 0,42
U4 | Biaya/Tarif 4,00 0,44
US | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 4,00 0,44
U6 | Kompetensi Pelaksana 3,82 0,42
U7 | Perilaku Pelaksana 3,93 0,43
U8 | Sarana dan Prasarana 3,75 0,41
U9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,57 0,39
Jumiah 3,81
Indeks Kepuasan Masyarakat 95,37
Mutu Pelayanan A
Kinerja Unit Pelayanan SANGAT BAIK

Dari tabel di atas dapat diketahui untuk Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar
95,37 sehingga mutu pelayanan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Sumedang termasuk kategori A dengan kinerja unit pelayanan SANGAT BAIK.

2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Dari hasil analisis data SKM, kami mengidentifikasi ada 3 unsur dengan nilai
terendah, yaitu

1. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dengan nilai rata-rata tertimbang
0,39.

Berdasarkan analisis di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Sumedang merencanakan tindak lanjut untuk perbaikan terhadap tiga unsur dengan

nilai terendah, dengan cara:

1. Pembinaan kepada pegawai tentang etika pelayanan, komunikasi efektif, dan
sikap ramah dalam melayani masyarakat.

2. Membuat kode etik pelayanan yang dipajang di area pelayanan sebagai
pengingat.

3. Menyediakan kotak apresiasi/masukan khusus terkait sikap petugas untuk
memantau perkembangan.




4. Menyediakan saluran pengaduan berbasis digital (online) untuk mempercepat
respons.

2.4 Tren Nilai SKM

Tren tingkat kepuasan penerima layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumedang dapat dilihat melalui grafik berikut :

Gambar 1. Tren Nilai SKM selama 4 Triwulan (Triwulan lll dan IV Tahun
2024 s/d Tahun 2025 Triwulan | dan i)

Nilai SKM
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mmemnn Nij2i SKM
Berdasarkan gambar di atas, tren nilai SKM selama kurun waktu 4 triwulan terakhir
menunjukkan pola yang cenderung turun. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten harus mempunyai komitmen yang kuat
dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan publik melalui berbagai upaya perbaikan.
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HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Sumedang periode sebelumnya yaitu Tahun 2025 pada Triwulan |,

menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat

terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Ringkasan Hasil SKM Tahun 2025 Triwulan |

No. Unsur SKM Nilai Rata-rata NRR
(NRR) Tertimbang

U1 | Persyaratan 3,65 0,40

U2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 375 0,41

U3 | Waktu Penyelesaian 3,62 0,39

U4 | Biaya/Tarif 4 0,44

US | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3,83 0,40

U6 | Kompetensi Pelaksana 3,74 0,41

U7 | Perilaku Pelaksana 3,70 0,40

U8 | Sarana dan Prasarana 3,95 0,43

U9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,68 0,40

Jumlah 3,68

Indeks Kepuasan Masyarakat 92,85

Mutu Pelayanan A

Kinerja Unit Pelayanan SANGAT BAIK

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan

intervensi lanjutan karena rendahnya nilai pada unsur tersebut. Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Sumedang telah menyusun dan menindaklanjuti rencana

perbaikan pada tiga unsur terendah hasil SKM periode sebelumnya. Berkaitan dengan

hal tersebut, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
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BAB IV
KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama Triwulan II

mulai Januari hingga Maret 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Sebanyak 25 orang mengisi SKM pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumedang di tahun 2025 pada Triwulan II.

Pelaksanaan pelayanan publik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Sumedang, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai
SKM 95,37 Meskipun demikian, nilai SKM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumedang secara umum menunjukkan penurunan kinerja
penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2024 hingga 2025 Triwulan I,
sehingga perlu adanya komitmen yang kuat dalam mengoptimalkan kinerja
pelayanan publik melalui berbagai upaya perbaikan.

Unsur pelayanan yang menjadi prioritas perbaikan yaitu Perilaku Pelaksana, Waktu
Penyelesaian dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Berdasarkan pelaksanaan tindak lanjut periode sebelumnya, Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang menindaklanjuti rencana tindak lanjut
sebanyak 100%.

Sumedang, 5 Juli 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa
== dan Politik

' N!P 19660228 199901 1 001
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Silahkan isi pertanyaan dibawah ini dengan se-objektif mungkin

i Survey Kepuosun Masyarakat (8K}

1 Bugaimana pendopot Soudora tentang kesesucan persyaratan pelovanon dengon enis pelovanann: e
f 9 ¥ 2 ; ¥ ¥

O Tidok Sesuoi

s Kurong Sesugi

2 Sesuss

1 Sangot Sesuai

2. Bogaimana pemohaman Saudora tentang kemudohan prosedur pelayanan o unit ini 2
: Tidok Mudch

» Kurarg Mudalt

) Mudeh

+ Sangut Mudah

epaton woklu dalom memberkon peloyanan ?

3 Bogamana pendupat Saudora tentang
U Tidok Cepsat
' Kurong Cepar

e
> Sangat Cepat




W pendapat Saudara tentang kewajaran bioya/ton dalam pelayanan 7
> Songat Mohal
< Cukup Mahal

8. Bogoirnana pendapot Soudora tentong kesesuoion produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar
petoyanon dengan hasit yang diberikan 7

) Yidok Sesuoi

O Rurang Sesuai

> Sesuoi

6 Bagoimana pendopat Soudard tentang konpentans kernampuan petugas dolom pelayonan ?°
) Tidak Kompeten

o Rurang Kempeten

O Kompetan

7 Sangat Kompeten

7. Bagaimana pendapat Saudara periiaku petugas dolam pelayanan terkait kesopanarn dan keramahan 2
2 Tidak Sopon Dan Romalh

£ Kurang Sopan Don Ramah

2 Sopan Dan Romah

8. Bagairnana pendopat Soudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan ?°
O Tidok Ado
 Ade Tetopi Tidok Berfungsi

8. Bagoimona pendapot Saudaro tentang kuaktas don prasarona 7



I SURVEY PERSEPS! RUALITAS PELAYANAN {SPP)

1 informasi peloyanan poda unit layonan ini tersedia secara elektronik {apiikasi] dan monual, apoakah apiikos! tersebut
mudah digunakon, bisa atraktif (peranyaan, saran) dan dibutubkon oleh Saudara 7

o Tigak Puos

(i Kurang Puas

i Puos

) Songat Puas

2. Persyaroion loyanan vang disyoratkon telah sesuoi dengan SOPfketentuan vang disampaikan don dapat dipohami
dengan jelos 7

) Thdok Puos

T Rurang Puas

D Puas

U Sangot Puas

3. Prosedur don oiur lnyonan mudah dikuti/diioksanakan dan sesuai dengan yang dinformasikan 3°

< Ticiak Puas

2 Kurang Puoas

o Puas

¥ Sangot Puas

4 Jangko woktu peryelesaion layanan sesua dengon yang dimformasian don walar {sesue wokty yang dibutuhkan
petugas layonan) ¥

£ Yichok Puos

i Kurang Poas

&, Jika ada toritfbioya, make biaya tersebut telah sesud) dengan yang dinfomasikan dor ditetapkan 2
3 Tiddok Puais

JiPuns

L) sanget Puas




& Sarant don prasarana pendukung Kivanan onling yang disediukan memberikon kesyamanan dor kemudahan saat
digunakan {menghemat waktu dan biaya) 2

£ Tickak Puas

3 Kurang Puas

7. Petugas layanan merespon/melaksonakon dengan cepat setiop kebutuhan Soudara {pertanyaon, kontimasi dit),
FTR, SOpOR, MEMAaka tanda pengenat don okti! {menanyokon keperiuan, menyapa) #

£t Tidak Puas

& Kurang Puas

Puas

: Songat Puas

8 Terdapat loyanon pengoduan dan konsultas! terhadap prosedur dan tata cara dengan mudah, cepot tonggap dan
ditindakianjuti {sesual peraturan yang berloky) »°

O Tidak Puas

O Kurong Puas

Druas

O Sangat Puas

B, SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSH {SPAK)

1 Fetugos ioyanan tidak membeda-badakan don mamberikan perfakuan khusus poda arang-orang tertentu {teman,
pejobat, alumni ait) 2

O Tidak Puas

3 Kurong Puos

> Puas

O Songot Puas

2. Tidak terjodi penyogokan yang menysbabkan penyercbotan antrion, pengurangan syarat, pengurangon dendao dif 27
¥ Tidok Fuas
O Rurang Puas
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2. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)




